
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 53 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA D E S A KEPADA S E T I A P DESA 

KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2 0 2 0 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan te lah d i te tapkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter i Keuangan Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka 
Peraturan Bupa t i Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Tata Cara 
Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten 
Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Bupa t i Nomor 20 Tahun 2020 per lu 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
h u r u f a per lu menetapkan Peraturan Bupat i tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupa t i Nomor 90 Tahun 
2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada 
Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa ka l i 
d iubah te rakhi r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 t a h u n 
2014 tentang Desa sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 
2016; 

5. Peraturan Presiden Nomor 78 T a h u n 2019 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020; 

6. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Menter i Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana te lah beberapa 
ka l i d iubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Tranvsfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan i 'an(i(;mi Corona 
Virus Disease 2019 (COVlD-19) dan/atau Menghadapi 



9. Peraturan Bupa t i Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Tata Cara 
Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten 
Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Bupa t i nomor 20 Tahun 2020; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 0 TAHUN 2019 TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA S E T I A P 
DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020 

P a s a l I 

Beberapa ke tentuan dalam Peraturan Bupa t i Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Bupa t i Nomor 20 
T a h u n 2020, d iubah sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) h u r u f a, h u r u f b dan h u r u f c d iubah, sehingga 
selengkapnya Pasal 10 berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 10 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana d imaksud pasal 9 ayat (3) d i l akukan 
dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
a. Tahap 1 tanpa dokumen persyaratan; 
b. Tahap I I tanpa dokumen persyaratan; 
c. Tahap 111 

1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
Dana Desa mela lu i Camat kepada Bupa t i c.q. Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; 

2. Dokumen persyaratan penya luran dana desa d i l ampi r i dengan: 
a. permohonan penyaluran dana desa dar i Kepala Desa; 
b. laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bu lan Ketiga; 
c. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Ban tuan 

Langsung Tuna i Dana Desa Tahap I I ; 
d. laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 

sampai dengan tahap I I m e n u n j u k k a n rata-rata realisasi 
penyerapan pal ing sedikit sebesar 5 0 % (l ima p u l u h persen) dan 
rata-rata capaian ke luaran m e n u n j u k k a n pal ing sedikit sebesar 
5 0 % (lima p u l u h persen); 

e. laporan konvergensi pencegahan s tun t ing t ingkat Desa t a h u n 
anggaran sebelumnya; dan 

f. surat pemyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan 
capaian ke luaran Dana Desa dar i Kepala Desa yang bermaterai 
c u k u p 

2. Ketentuan dalam Pasal lOA d iubah , sehingga selengkapnya Pasal lOA 
berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal lOA 

(1) Da lam ha l Desa be lum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa d isa lurkan 
dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
1. penya luran Dana Desa tahap 1 Tanpa dokumen persyaratan d i l akukan 

da lam 3 (tiga) ka l i dengan besaran: 
a) penyaluran pertama sebesar 15% (l ima belas persen); 
b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 



c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); 
2. penyaluran Dana Desa tahap I I Tanpa dokumen persyaratan 

d i l akukan dalam 3 (tiga) ka l i dengan besaran: 
a) penyaluran pertama sebesar 15% ( l ima belas persen); 
b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan 
c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); 

3. Penyaluran Dana Desa tahap 111 d i laksanakan sesuai ketentuan 
sebagai ber ikut : 
a) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 

Dana Desa mela lu i Camat kepada Bupat i Cq. Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; 

b) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa d i l amp i r i dengan: 
1) permohonan penyaluran dana desa dar i Kepala Desa; 
2) laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bu lan Ketiga; 
3) Peraturan Kepala Desa Penetapan Penerima Bantuan Langsung 

Tuna i Dana Desa Tahap I I ; 
4) laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 

sampai dengan tahap 11 m e n u n j u k k a n rata-rata realisasi 
penyerapan pal ing sedikit sebesar 5 0 % (l ima p u l u h persen) dan 
rata-rata capaian ke luaran m e n u n j u k k a n pal ing sedikit sebesar 
5 0 % (lima p u l u h persen); 

5) laporan konvergensi pencegahan s tun t ing t ingkat Desa t a h u n 
anggaran sebelumnya; dan 

6) surat pemyataan kebenaran laporan realisasi pen}'erapan dan 
capaian ke luaran Dana Desa dar i Kepala Desa yang bermaterai 
c u k u p 

4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana d imaksud pada angka 1 dan 
angka 2 dengan rentang w a k t u antar penya luran pal ing cepat 2 (dua) 
minggu; 

5. Da lam ha l dokumen persyaratan penya luran terpenuhi , Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan 
menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan d i lampi r i 
daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa. 

6. PPKD me lakuan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan 
dar i RKUD ke RKD sesuai ke tentuan Peraturan perundang-undangan 
yang ber laku. 

(2) Da lam ha l Desa sudah salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa d i sa lurkan 
dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
1. penyaluran Dana Desa tahap I I Tanpa dokumen persyaratan 

d i l a k u k a n da lam 3 (tiga) ka l i dengan besaran: 
a) penyaluran pertama sebesar 15% (l ima belas persen); 
b) penyaluran kedua sebesar 15% (l ima belas persen); dan 
c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); 

2. Penyaluran Dana Desa tahap 111 d i laksanakan sesuai ketentuan 
sebagai ber ikut : 
a) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 

Dana Desa mela lu i Camat kepada Bupa t i Cq. Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; 

b) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa d i l amp i r i dengan: 
1) permohonan penyaluran dana desa dar i Kepala Desa; 
2) laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bu lan Ketiga; 
3) Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Ban tuan 

Langsung Tuna i Dana Desa Tahap I I ; 
4) laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 

sampai dengan tahap I I m e n u n j u k k a n rata-rata realisasi 
penyerapan pal ing sedikit sebesar 5 0 % (l ima p u l u h persen) dan 
rata-rata capaian ke luaran m e n u n j u k k a n pal ing sedikit sebesar 
5 0 % (lima p u l u h persen); 



5) laporan konvergensi pencegahan s tun t ing t ingkat Desa t a h u n 
anggaran sebelumnya; dan 

6) surat pemyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan 
capaian ke luaran Dana Desa dar i Kepala Desa yang bermaterai 
cukup . 

3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana d imaksud pada angka 2 dengan 
rentang Avaktu antar penyaluran pal ing cepat 2 (dua) minggu; 

4. Dalam ha l dokumen persyaratan penya luran terpenuhi , Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan 
menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan d i l amp i r i 
daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa; 

5. PPKD me lakuan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan 
dar i RKUD ke RKD sesuai ke tentuan Peraturan perundang-undangan 
yang ber laku; 

(3) Dalam ha l Desa sudah salur Dana Desa tahap I I , Dana Desa tahap III 
d i sa lurkan dengan ketentuan sebagai ber ikut : 
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana 

Desa mela lu i Camat kepada B u p a t i Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; 

2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa d i l ampi r i dengan: 
a) permohonan penyaluran dana desa dar i Kepala Desa; 
b) laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bu l an Ketiga; 
c) pera turan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima BLT Dana Desa 

Tahap I I ; 
d) laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 

sampai dengan tahap 11 m e n u n j u k k a n rata-rata realisasi 
penyerapan pal ing sedikit sebesar 5 0 % (l ima p u l u h persen) dan 
rata-rata capaian ke luaran m e n u n j u k k a n pal ing sedikit sebesar 
5 0 % (lima p u l u h persen); 

e) laporan konvergensi pencegahan s tun t ing t ingkat Desa t a h u n 
anggaran sebelumnya; dan 

f) surat pemyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan 
capaian ke luaran Dana Desa dar i Kepala Desa yang bermaterai 
cukup . 

3. Da lam ha l dokumen persyaratan penya luran terpenuhi , Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan 
menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan d i l ampi r i 
daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa; 

4. PPKD me lakuan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan 
dar i RKUD ke RKD sesuai ke tentuan Peraturan perundang-undangan 
yang ber laku; 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) angka 2 h u r u f (d) d i h i t u n g 
berdasarkan rata-rata persentase capaian ke luaran dar i se luruh kegiatan 
setiap desa. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran 
sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i l akukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, ura ian ke luaran, volume 
ke luaran, cara pengadaan dan capaian ke luaran. 

(6) Da lam ha l tabel referensi data sebagaimana d imaksud pada ayat (5) be lum 
memenuh i k ebu tuhan i n p u t data, Kepala Desa menyampaikan perubahan 
tabel referensi kepada Bupa t i u n t u k d i l akukan pemutakh i ran . 



3. Ketentuan da lam Pasal 11A d iubah , sehingga pasal l l A berbunyi sebagai 
ber ikut : 

Pasal l l A 

(1) dar ing pengaman sosial d i Desa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 11 
ayat (2) h u r u f b, berupa BLT Desa kepada keluarga m i sk in a tau t idak 
m a m p u d i Desa sebagai keluarga penerima manfaat. 

(2) Dana Desa d ipr ior i taskan u n t u k BLT Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1). 

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT 
Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1); 

(4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana d imaksud ayat 
(1) pa l ing sedikit memenuh i kr i ter ia sebagai ber ikut : 
a. keluarga m i sk in yang terdapat da lam Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) yang be lum mener ima/mendapat ban tuan dar ing 
Pengamanan Sosial (dPS) dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

b. keluarga m i sk in non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang 
be lum mener ima /mendapat ban tuan dar ing Pengaman Sosial (dPS) 
dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan syarat 
memenuh i kemisk inan sesuai Peraturan Bupa t i Nomor 36 Tahun 
2016 tentang Ind ikator dan Pedoman verif ikasi Rumah Tangga 
Misk in ; 

c. keluarga m i sk in ak ibat kehi langan mata pencaharian; a tau 
d. keluarga m i sk in ak ibat mempunya i anggota keluarga rentan sakit 

menahun/kron is . 
(5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4) memper t imbangkan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dar i Kementerian Sosial. 

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
sebesar: 
a. Rp 600.000,00 (enam ra tus r i b u rupiah) u n t u k bu lan pertama 

sampai dengan bu l an ketiga per keluarga penerima manfaat; dan 
b. Rp 300.000,00 (tiga ra tus r i b u rupiah) u n t u k bu lan keempat sampai 

dengan bu lan keenam per keluarga pener ima manfaat 
(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (6) 

d i laksanakan selama 6 (enam) bu lan pal ing cepat bu lan Apr i l 2020; 
(8) Ketentuan mengenai kr i ter ia , mekanisme pendataan, penetapan dan 

pelaksanaan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa 
sebagaimana d imaksud ayat (1) d i laksanakan sesuai dengan ketentuan 
yang d i te tapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi . 

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 d iubah , sehingga selengkapnya Pasal 15 
berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 15 

(1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dar i RKUN ke RKD mela lu i 
RKUD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 14 h u r u f a d i laksanakan 
u n t u k memast ikan penyaluran telah d i l akukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



(2) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan 
capaian ke luaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan 
stunting sebagaimana d imaksud dalam Pasal 14 h u r u f b dan h u r u f c 
d i l akukan u n t u k menghindar i penundaan penya luran Dana Desa t a h u n 
anggaran ber ikutnya . 

(3) Pemantauan sisa Dana Desa d i RKD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
14 h u r u f d d i l akukan u n t u k mengetahui besaran Dana Desa t a h u n 
anggaran sebelumnya yang be lum d igunakan oleh Desa d iperh i tungkan 
dengan penyaluran Dana Desa tahap 111 t a h u n anggaran berjalan. 

(4) Pemantauan capaian ke luaran sebagaimana d imaksud da lam Pasal 14 
ayat h u r u f e d i l akukan u n t u k mengetahui capaian perkembangan 
kegiatan yang dibiayai Dana Desa. 

(5) Da lam ha l Kepala Desa ter lambat dan/atau t idak menyampaikan 
laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (2), Bupa t i dapat meminta 
kepada Kepala Desa u n t u k me lakukan percepatan penyampaian laporan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

5. Ketentuan dalam Pasal 17 setelah ayat (2) d i t ambahkan 2 ayat baru ya i tu 
ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 17 berbuny i sebagai ber ikut : 

Pasal 17 

(1) Da lam ha l Desa t idak memenuh i persyaratan penyaluran sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 13, maka Dana Desa d i tunda penyalurannya. 

(2) Dalam ha l Pemerintah Desa t idak menganggarkan dan t idak 
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
l l A ayat (2), d ikenakan sanksi berupa penghent ian penyaluran Dana 
Desa Tahap 111 t a h u n anggaran berjalan. 

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) d ikecual ikan dalam ha l berdasarkan basi l musyawarah Desa 
k h u s u s / musyawarah ins ident i l t idak terdapat calon keluarga penerima 
manfaat BLT Desa yang memenuh i kr i ter ia . 

(4) Hasi l musyawarah Desa khusus/musyawarah ins ident i l sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3) d i te tapkan da lam peraturan kepala desa yang 
d ike tahu i oleh Pemerintah Daerah a tau pejabat yang d i t u n j u k . 



Pasal I I 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 25 - 5 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 Mei 2 0 2 0 

S E K R E T A R S DAERAH 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 53 


